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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1116/MENKES/SK/IX/2007 

TENTANG 

TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 2007 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

J 

bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun 2007 perlu 
membentuk Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun 2007; 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4442); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007; 

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 
Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN TENTANG TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 2007. 

Membentuk Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun 2007 
selanjutnya disebut Tim Pengadaan CPNS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
terlampir dalam lampiran I Keputusan ini. 
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Tim Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas : 

a. menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan CPNS Depkes 
tahun 2007; 

b. melakukan supervisi; 

c. melaksanakan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan pengadaan CPNS 
Depkes; 

d. memantau penyelenggaraan pengadaan CPNS Depkes Tahun 2007; 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap 
penyimpangan pelaksanaan pengadaan CPNS Depkes Tahun 2007 sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan CPNS Depkes Tahun 2007; dan 

g. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan CPNS kepada Menteri Kesehatan 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana Pusat. 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, 
dibantu oleh Sub Tim Seleksi Administrasi Pusat, Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan 
Hasll Ujian, Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tingkat Pusat, Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tingkat 
Propinsi dan Sub Tim Pemantauan. 

Ketua Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tingkat Propinsi atas nama Menteri Kesehatan menetapkan 
Sub Tim Pelaksanaan Ujian dilingkungan Propinsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II 
Keputusan ini. 

Tim Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. 

Untuk terlaksananya pengadaan CPNS secara efektif dan efisien Tim Pengadaan CPNS tetap 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sub Tim Seleksi 
Administrasi Pusat, Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil Ujian, Sub Tim 
Pelaksanaan Ujian Tingkat Pusat, Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tingkat Propinsi dan Sub Tim 
Pemantauan sesuai tugas masing-masing. 

Anggaran pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
Departemen Kesehatan Tahun 2007 dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 28 September 2007 

FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) 
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Keputusan Menter! Kesehatan 
Nomor : 1116/MENKES/SK/IX/2007 
Tanggal : 28 September 2007 

TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2007 

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan 

2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan 

Ketua : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes 

Wakll Ketua Kabag Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian 

Sekretaris : Kasubbag Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Anggota : 1. dr. T.Marwan Nusri, MPH 
2. A. Chollq Amln, SE, MM 
3. Drs. H.Zulkarnain Kasim, SKM, MBA 
4. dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B.,M.Kes 
5. Ora. Meinarwati, Apt, M.Kes 
6. drg. Tlte Kabul Adimldjaja, MSc. PH 
7. dr. Bambang Sardjono, MPH 
8. dr. H.A.Chalik Masuiii,MSc 
9. Drs. Abdurachman, MPH 
10. DR. Bambang H, SKM, MSc 
11. dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, MPH 
12. Drs. Ida bagus Indra Gotama, SKM,M.Si 

13. dr. Wandanlngslh, MPH 
14. dr. Budihardja, DTM&H, MPH 
15. Suhardjono, SE, MM 
16. Dr.dr. Agus P, SH, MSi, Sp.F(K) 
17. drg. Astutl, MARS 
18. dr. Wicaksono, M.Kes 
19. Yayat Rohayatl, SH, MM 

Sekretariat : 1. Ade Erma, SKM, MS 
2. Lllis Setyowatl, SE 
3. R. Girl Wuryandaru, SKM, M. Kes 
4. Emmy Amalia, SKM 
5. Tubagus Amir M 

(Ditjen PP dan PL) 
(Inspektorat Jenderal) 
(Badan PPSDM Kes) 
(Ditjen Van Medik) 
(Ditjen Binfar dan Alkes) 
(Badan Lltbang Kesehatan) 
(Ditjen Bina Kesmas) 
(Pusat Promosi Kesehatan) 
(Pusat Kajian dan Pemb. Kes.) 
(Pusat Data dan Informasi) 
(Pusat Penanggutangan Krisis) 
(Pusat Pembiayaan dan 
Jaminan Kesehatan) 
(Biro Umum) 
(Biro Perencanaan dan Anggaran) 
(Biro Keuangan dan Perlengkapan) 
(Biro Hukum dan Organisasl) 
(Biro Kepegawaian) 
(Biro Kepegawalan) 
(Biro Kepegawaian) 

(Biro Kepegawaian) 
(Biro Kepegawaian) 
(Biro Kepegawaian) 
(Biro Kepegawaian) 
(Biro Kepegawaian) 
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Lamplran II 
Keputusan Menter! Kesehatan 
Nomor : 1116/MENKES/SK/IX/2007 
Tanggal : 28 September 2007 

SUB TIM PELAKSANAAN UJIAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DEPARTEMEN KESEHATAN Dl PROPINSI 

Propln5i/ 
Pembina Ketua Wakll Ketua Anggota 

Unit Ker1a 
2 3 4 5 6 

Kepala Bagian Pejabat Inspektorat Pejabat Setjen, Itjen, 
Pengadaan Pegawal Jenderal Ditjen Blna Yanmedik, 

' 1. Sekretarls Badan PPSDM Dltjen Blna Kesmas, 
Ditjen Blna Yanfar 

2. Sekretarls Ditjen Blna dan Alkes 
Pelayanan Medlk Sekretarls Badan Pejabat Badan Pejabat Badan 

PPSDM PPSDM/Poltekkes PPSDM/Poltekkes 
Kantor Pusat 3. Sekretarls Dltjen Sekretarls Badan Pejabat Badan Pejabat Badan 

Pengendalian Penyaklt Litbang Kesehatan Lltbang Kesehatan Lltbang Kesehatan 
dan Penyehatan Sekretarls Dltjen Pejabat Ditjen Pejabat Dltjen 
Ungkungan Pengendalian Penyaklt Pengendalian Pengendalian 

4. Sekretarls Dltjen Blna 
dan Penyehatan Penyaklt dan Penyaklt dan 
Ungkungan Penyehatan Penyehatan 

Kesehatan Masyarakat Ungkungan Ungkungan 
Nanggroe Aceh 

5. Sekretarls Dltjen Blna 
Dir. Poltekkes Banda Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

Darussalam Aceh di Prqginsi dl Propinsi 
Sumatera Utara Kefarmaslan dan Alat Dir. RSUP Adam Malik Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes Kesehatan dl Proplnsl dl Proplnsi 
Sumatera Barat 6. Sekretaris Badan Utbang Dlr. RS M Djamil Padang Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

Kesehatan dl Proplnsl dl Proolnsl 
Rlau Dlr. Poltekkes Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

7. Sekretaris Inspektorat Pekanbaru dl Proplnsl di Proolnsl 
Jambl Jenderal Dir. Poltekkes Jambi Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

dl Proolnsi di Prooinsi 
Sumatera Selatan Dlr. RS M Hoesln Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

Palembang dl Pro_Qinsl dl Proplnsl 
Bengkulu Dlr. Poltekkes Bengkulu Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

dl Proplnsl dl Proolnsl 
Lampung Dlr. Poltekkes Tanjung Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 

Karang dl Propinsl di Proolnsl 
Dlrektur RS Kanker Pejabat dl RS Kanker Pejabat dl RS Kanker 
Dharmals Jakarta Dharmals Jakarta Dharmals Jakarta 
Direktur RS Jantung dan Pejabat di RS Jantung Pejabat dl RS Jantung 
Pembuluh Darah dan Pembuluh Darah dan Pembuluh Darah 
Harapan Klta Jakarta Harapan Klta Jakarta Haraoan Klta Jakarta 
Dlrektur RS Anak dan Pejabat dl RS Anak Pejabat di RS Anak 
Bunda Harapan Klta dan Bunda Harapan dan Bunda Harapan 
Jakarta Klta Jakarta Klta Jakarta 
Dlrektur RS Opto Pejabat dl RS Opto Pejabat di RS Clpto 
Mangunkusumo Mangunkusumo Mangunkusumo 
Dlrektur RS Jlwa Dr. Pejabat dl RS Jiwa Dr. Pejabat dl RS Jlwa Dr. 

DKI Jakarta Soeharto Heerdjan Soeharto Heerdjan Soeharto Heerdjan 
Jakarta Jakarta Jakarta 
Dlrektur RSUP Pejabat dl RSUP Pejabat dl RSUP 
Fatmawatl Fatmawatl Fatmawatl 
Dlrektur RS Pejabat di RS Pejabat dl RS 
Ketergantungan Obat Ketergantungan Obat Ketergantungan Obat 
Jakarta Jakarta Jakarta 
Dlrektur RS Pejabat dl RS Pejabat dl RS 
Persahabatan Jakarta Persahabatan Jakarta Persahabatan Jakarta 
Dlrektur RSPI Prof. Dr. Pejabat dl RSPI Prof. Pejabat dl RSPI Prof. 
Suliantl Saroso Jakarta Dr. Sullantl Saroso Dr. Sullantl Saroso 

Jakarta Jakarta 



No Propinsl/ 
Unit Kerja 

1 2 
11 Jawa Barat 

12 Jawa Tengah 

13 D.I. Yogyakarta 

14 Jawa Tlmur 

15 Kalimantan Barat 

16 Kalimantan 
Tengah 

17 Kalimantan 
Seiatan 

18 Kalimantan Tlmur 

19 Sulawesi Utara 

20 Sulawesi Tengah 

21 Sulawesi Selatan 

22 Sulawesi 
Tenggara 

23 Ball 

24 Nusa Tenggara 
Barat 

25 Nusa Tenggara 
Tlmur 

26 Maluku 

27 Papua 

28 Maluku Utara 

29 Banten 

30 Kepulauan Rlau 
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Pembina Ketua 

3 4 

Dlr. RS Dr. Hasan 
Sadlkln Bandung 

1. Sekretarls Badan PPSDM Dlr. RS Dr. Kariadl 
Scmarang 

2. Sekretarls Ditjen Bina Dir. RS Dr. Sardjito 
Pelayanan Medlk Yogyakarta 

Dir. Poltekkes Surabaya 
3. Sekretarls Ditjen 

Pengendalian Penyaklt Dir. Poltekkes Pontianak 
dan Penyehatan 
Ungkungan 

Dir. Poltekkes 
4. Sekretarls Ditjen Bina Palangkarava 

Kesehatan Masyarakat Dir. Poltekkes 
Banjarmasin 

5. Sekretaris Ditjen Bina Dir. Poitekkes 
Kefarmasian dan Alat Samarinda 
Kesehatan Dlr. RS Kandou Manado 

6. Sekretaris Badan Litbang Dir. Poltekkes Palu 
Kesehatan 

7. Sekretarts Inspektorat 
Dir. RS Dr. Wahidin 
Sudlrohusodo Makassar 

Jenderal Dir. Poltekkes Kendari 

Dir. RS Sanglah 
Denpasar 
Dlr. Poltekkes Mataram 

Dlr. Poltekkes Kupang 

Dir. Poltekkes Ambon 

Dlr. Poltekkes Jayapura 

Dlr. Poltekkes Ternate 

Dir. RS Kusta Sitanala 
Tangerang 
Kepala Kantor 
Kesehatan Pelabuhan 
Batam 

Wakll Ketua Anggota 

5 6 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Proplnsl dl Proolnsl 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Proplnsl dl Proplnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di Propinsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di Propinsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di Proplnsi 

Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Prooinsi dl Propinsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi dl Proplnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di ProJ)insi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Proplnsi di ProJ)insi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di Propinsl 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Propinsl di Prooinsl 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi dl Proplnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di Proplnsl 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Propinsi di Propinsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
di Proplnsi dl Proplnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Prooinsl dl Proolnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Propinsl dl Proplnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Proplnsl dl Proplnsi 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Proplnsl dl Proplnsl 
Pejabat UPT Depkes Pejabat UPT Depkes 
dl Proplnsi di Propinsi 

FADILAH SUPARI,Sp.JP(K) 


